e = | / '..'.u.
r;. - - = 1|

B
BUPATI SINTANG
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

.

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR -4' TAHUN 2024

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 57 LABAK

Memmbang

KECAMATAN KETUNGAU TENGAH
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

d. bahwa  guna mengembangkan kemampuan dan

membentuk  watak serta  peradaban bangsa vang
bermartabai dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta
didik yang berilmu, berinian, cakap, kreatif dan mandiri
yang disclenggarakan melalui  proses pembelajaran
dengan metode komprehensif vang menyentuh unsur
demokratis,  berkeadilan, sistemarik pembudayaan
keteladanan  dan pemaberdayaan  semua komponen
masyarakat  schingga  tercapai  tujuan  Pendidikan
Nuasional: ' ;

- bahwa unluk melaksanakan maksud tersebmt dalam

huruf a, dan dalam upeva pemerataan pembangunan di
bidang pendidikan pada tingkat Desa dan Kecamatan
serta peningkatan daya tampung bagi Usia Sekolah dan
untux meningkatkan mutu serta efisiensi pendidikan
Sckalah  Dasar, dipandang perfu  untuk mengatur
Ponegenian Sekolah Dasar Kelas Jauh pada Seckeolah
Dasar Negeri 6 Nanga Sekapal Kecamatan Ketungau
Tengah D) Kabupaten Sintang; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hurdf a dan huruf b perlu menstapkan
Peraturan Bupati Sintang tentang Penegerian Sekolah
Dasar Negerd 57 Lebak Kecamatan Ketungau Tengah Di
Kebupaten Smtang;

Mengingat ..



Mengingat

. Undang-Undang  Nomer 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1G53 1entang Pembentukan Daerah Tingksr I Ih
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taln
1953 Namor 9, Tammbahan Lembaran Negara Momor 352
Sebagal Undang-Undang [(Lembaran Negama Republik
Indonesia Tahun 1959 Nemor 72, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Uncang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negera Renublik Indonesia Nomor 5587) sebageimana
telah divbah beberepa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor £ Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintak  Fengganti  Undang-Undang
Nomor2 Tahun 2022 rtentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang [Leralaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemenntah Nemor 74 Tahun 2008 tentang
Guril [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, ‘1ambahan Lembaran Nsgara Republik
Indonesia  Nomor 4941) sebagaimana telah diubah
denpan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tehun 2017
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2C17
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia nomor 058}

5 Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Peneelolaan Dan Penyelenpggaraan Pendidikan (Lernbaran
Nt’g:aknl Tahun 2010 Nomor 23, Tmnbah:-an Lembaran
Nepara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 _[Lemha:an
Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor S157);

Peraturarn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaar Dan Pengawasan Penyelenggarasn
Pemerintalian  Daerah  (Lembaran Negara EEFIUIJI!E
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 73, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6041);

seraturan Pemeriniah Nomor 37 Tabun 2021 lentanpg

- LT-’I!'H‘]EIF Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

i diubah dengan
Negara Nomor 6676) sebagaimana telah ;
PDeraturnn Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran

: i hun 2022 Nomor 14,
Negara Republik Indonesia Ta :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar

6762],; .,
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang NomurF?_" TahL:;
2016 tentang Pembentukan Dan E‘S[:ilnm m.ngknﬂerﬁh
Daerali Kabupaten Sintang : _barnn_ i rak
Kabypaten Sintang Tahun iﬂ{lﬁ Nomor ?,?_?mbﬁllﬂ.n
Lembaran Daerah Kabup-ten Sintang Nomor .]_.
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun
2017 tenlong Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Dacrah Kabupaton S:ntang Tahun 2017 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupzaten Sintang Nomor
16}

MEMUTUSKAN ,

Menectapkan © PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANC PENEGERIAN

SEROLAH  DASAR NEGERI 57 LABAE KECAMATAN
KETUNGALI TENGAH DI KABUPATEN SINTANG

BARB |
KETENTUAN UMUM

Pasa! 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

| &
2

3,

111,
L

4.

14,

|
1.

Daerah adalah Kabupaten Sintang,

Pemerintah Dacrah adalnh Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahian Daerali,

Pemerintahan Duavrah adalah Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah UB.E‘I'“‘&]!] dan Dewan Perwakiian rRakyat Daerah menurut asas
Oonomi dan magas peml antian dengan orinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem 11 1 prinsip Negara  Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

- Kepala Daerah ndalabh Bupati Sintang.
. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
. Kepala Dinas  adalahy Kepala Dinas Pendidikan Dan  Kebudayaan

Kabupaten Sintang

. Menteri adalah Menter: Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

Republik Indonesia;
Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan
fungsional yang diberikan tambahan tugas kepala sekolah.

). Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pinpinan Sekolah yang membidangi

kurikulum, kesiswaan, dan konseling,

Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi.
Pendidikan Dasar adalah Pendidiken Umum yang lamanya sembilan
tahun, disclenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga
tahun di Bekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang
secderajat.

Sckolah  Dasar  adalah bentuk  satuan  pendidikan dasar yang
menyelengzarakan program cnam tahun.

Sekolah Lanjutan Tingk:t Pertama adelah bentuk satuan pendidikan
dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan
dasar di jalur pendidikan sekolah.

Crang Tua adalah ayah dan/atau iou atau wali siswa yang bersanglkutan;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sintang.
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
sudasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara akiif
mengembangkan  potensi dirinva untuk memiliki  kekuatan spiritual
kKeagamaan, pengendalian din, kepribadian, kecerdasan alkhlak mulia

serta keterampilan yang diperlukon dirinya, masyarakal, bangsa dan
Negara,

6. Sistem Pendidikan Nasional adalah kessiuruhan komponen pendicdikar

yang saling leckait secara lerpadu untuk mencapai tujusn Pendidiken
Nasional.

1. Peserta didik agalah angpota masyarakal yang berusaha mengembangkan

potensi diri melalui proses pembelajaran vang tersedia pada jalur, jenjang
dan jenis pendidikan tertentu

Tenaga Kependidikan ardalah angpota masyarakat vang mengabdikan din
dan diangkat untuk menunjang penyelenpearaan pendidikan.

Pendidik adalali tenagn kependidikan yang berkualitas sebagai guru,
dosen, konselor, pamong pelajar, widvaswara, tutor, instruktur, fasilitator
dan sebutan Jain sesun dengan kekhususannva serta berpartisipasi
dalam menvelenpggarakan pendidikarn.

- Rurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi,

baban pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,

- Pembelajaran adalah proscs interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pergendalian, penjaminan dan

penetapan mutu pendidik terhadap berbagal komponen pendidikan sctiap
jalur,  jenjang dan  jenis  pendidikan sebagai suatu bentuk
pertanggungiawaban penyelenggaraan pendidikan.

. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

- Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam

penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masvarakat,
dana, sarana dan prasarana.

- Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai

umur masyarakat vang peduli pendidikan.

. Komite sckolah adalah Lembapa mandiri yang beranggotzkan orang

tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang
pedull pendidikan

BAE lI
PEMBENTLUKAMN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati im ditetapkan Penegerian Sekolah Dasar Neger: 57

Labak wecamatpn Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang.

BAB 1l _
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasnl 3

(1) Malksud Penegerian Sekomh Kelas Jauh pade Sekolah Dasar Negeri 6

Nanga Sekapat Kecamatan Ketungau Tengah menjadi Sekolah Degar Negeri
57 Labak Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang adalah guna
mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangks menrcerdaskan kehidupan bangsa, serta agar
menjadi manusia beriman dan bertagva kepada Tuhan Yang Msha Esa,
berakhlak Mulia, cakap, sehat dan berilmu, kreatif, mandin dan menjadi
vh-.rga Negara vang demokralis serta bertanggung jawab,

(2) Penegerian...
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Penegerian Sekolah Kelas Jauh bertujuan :

a. memberikan bekal kemampuan dasar kenada Peserta didik untuk
mengembanglan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat,
warga Negare dan anggota umat meanusia serta mernpersiapkan peserta
didik untuk mengikuti pendidikan menengah:

b. menmgkatkan davn tampung lulusan Taman Kanak-Kanak/anak usma
sckolah guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang
pendidikan dasar di Daerah:

¢. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai angeota
masyarakat dalam mengadakan bhobungan timbal balik dengan
lingkungan sosial budaye, semesta serta dapat melanjutkan pedidikan
vang lebih tingoi.
(2) Untuk  mencapar  tujuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
]:wn_w_z]engga raan pendidizan pada Sekolah Dasar berpedoman pada Tujuan
Pendidikan Nasmwonal.

BAB Iv
PENEGERIAN SEKOLAN NNASAR

Pasal 4

(1] Penegenian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebapai
bagian dart Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

(2) Pimpinan Sekolall Dasar terdini atas seorang Kepala Sekolah.

(3) Kepala Sekolah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga
administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

(4] Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sturktur Organisasi dari Sckolah Dasar sebagaimana dimaksud pade avat
(1) sebagaimana tercantum pada Lampiran | yvang merupal:an bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Penegerian Sekolah Dasar Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang dengan nama dan
lokasi sekolah sebapaimana foercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan
bagian tndak terpisahkan dari Peraturan Bupai ini.

Pasal 6
Peserta didik berasal dari masyarakat usia Sekolah dan/atau tamatan Teaman
Kanak-Kanak (TK).

Pasal 7
Pengadaan, pendayagunasn dan pengembangan tenage pendidik, leurikulum,
buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaan pada
Sekolah Dasar Neger: menjadi tanggung jawab Pemerintah Dacrah,

Pasal 8

Kepala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah, pembinaan
renaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.



BAB V
RENCANA INDUK PENG EMBANGAN SEKOLAH

Pasal o

I)Ist rencana  induk Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan
bahan kajian dan pelajaran untulc sliencapal tujuan Pendidikan Dasar
dalarmn rangka upaya mencapal tujuan pendidikan,

12) Isi Kunkulum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian
dun pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan wajib memuat
sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran;

b.

St A oD

Pendidikng Agama:
Pendidilan Kewarganegaraan:
Pendidikan Bahasa:

Pendidikan Matematika:
Pendidikan Pengetahuan Alam:
Pendidikan Pengetahuan Sosial;
Pendidikan Sen; Budaya:

- Pendidikan Jasmani dan Olahraga;

Pendidikan Relsrampilan Kejuruan;
Muatan lokal.

(3) Kurikulum yang berlaky adalah kurikulium yang berlaku secara nasional
vang ditetapkan oleh Menter

(1) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai
dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sexolah Dasar yarg bersangkutan
dengan tidak mengurangl kurikulum yang berlaka secara Nasinnal.

\5) Sekolah Dasar Negeri dapat nienjabarkan dan menambah bahan kajian dan
thata pelajaran sesuai denpan kebutuhan sctenipat (Muatan Lokal).

BAB VI
SIEwWaA

Pasal 10

(1) Untul: dapat diternima sebapui siswa Sekolah Dasar seseorang harus ;

telah memasuki usia sekolah minimal § [enam} tuhun,

telah memasuki’ sekolal  Taman Kanak-Kanak dan/atau telah
menyelesaikan sekolah pada lenjang Teman Kanak-Kanak.

memiliki - emampuar vang disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang
bersangkutin.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebhapaimana dimaksud padz ayat (1) sesuai dengan
pedoman peraturan perundang-undangan,

Pasal 1.1

(1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:

ol
.
=]

el

mendapatkan huk yang sama uniul rnendapathan pendidikan;
memperoleh pendidikan Apuma sesuai dengarn agama yang dianuinya,; .
mengikuti. program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan
berkelaniutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun
untuk memperoleh  pengakuan  tingkar pendidikan  tertentu yang
ibukukan;
fm:ndﬂpm.k:m bantuan fasilitas belajar beasiswa dtaupun bantuan lainnya
sesual dengan persyaratan yang berlakin

‘¢. pindzh.,,




€. pindah ke sekolah dasar YANg sejajar atau vang tingkatnya lebih tinggi
Sesual dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah dasar yang
hendak dimasuks:

f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;

5 menyelesatkan  program pendidikan  lebih  awal dari  waktu yang
ditentukan:

h. mendapat pelavanan khisys bagl penyandang Disabilitas,

Pasal 12
(2] Siswa mempunyai kewajiban sebaga beribut:

4. ikut menangging biayva penyelenpggaraan pendidikan. kecuali bilamana
siswa  dibebaskan dari ewajiban tersebur sesuaj dengan ketentuan
peraturan I-"{rl|r.-:|:'nr1g'-.:tu|._1r';._;a'm Yang berialou;

b. mematuhi semug peraturan vang beriaku;

€. menghormati tenag: Ec:qmr-rljriika_rj,’piha}i terkait;

d. menghormati tenagy kependidilkan terpadu di sekolah it sendiri;

e 1kut memelihara sarana dan prasarena serta kebersihan, ketertiban, dan
keamanan Sekolah Dasa, yiing bersanghkutan;

BAH VII
PENILATAN

Pasal 13
Penilaian Sekolah Dasar tildksanakan secara bertahap, barteainamlmngﬂn dan
bersifal terbuka untyuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan
belajar siswa pelaksanaan kunkulum, gura, dan tenaga kependidikan lainnya
darl Sekolah Dasar sebagai salah sati kesatuan dalam rang<a pembinaan,
pPengembangan dan penentuan Ak editazi Sckolah Dasar.

Pasal 14

(1) Penilaian Pelaksanaar Furkulum dilalikan untuk mengetahui kesesuaian
anlarg kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi,

dan  tujuan  pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta
perkembangan masyarakat,

(2) Penilagian terhadap puru  dan tenaga  kependidikan dilakukan untuk
Mmenpetahui kemampuan dan htwenangan profesional.

(2} Hasil penilaian sebagaimana dunaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
4. pembinaan dan pengembangan gum dan tenaga kependidik lainnya;

b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan pendidikan guru dan tenaga
kependidikan lainnya. '

(1) Pelaksanaan pendidikan sehigaimana dimaksud pads ayat (1), ayat (2) dan
ayat (2) dilaksanakan ojeh Dinas.

BAB VIl
PEMBIAYAAL

Pasal 15

(1) Segala biaya Penyelenpearaan, sarane dan Prasarana pembinaan dan
pengawasan sckolah menjadi beban APED Kabupaten Sintang dan sumber
dana lainnya vang sah.

\2). Pembiayaan. .,



(=) Pembiayaan scbagaimana dimaksud pada avat (1) meliputs :
4. gajl gury, tenegs kependidikan lainnya dan tenaga administrasi:
. biaya pengadaan dan pemeliharaan saruna dan prasarana;
biava perluasan dan pengombangarn; dan
il. braya pendidikan dan pengajacan;

BAB 1X
PENGAWASAN

Pasal 16
(1} Pemerintah Dacrah melnlut Dinas melakukan pengawnsan terhadap Sckolah
Dasar dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan
mutu dan peldyanan sckolah dasar bersangkittan.

(2} Pengawasan  diakukan terhadap  penyelengparaan  pendidikan  dan
idministrasi sekolah

W) Pengawasan sebagaimana dunaksud pada ayac (1), dan ayat (2) dilaksanakan
oleh Dinas,

SAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Segala ketentuan vang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupat ini masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupat ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang |
pada tanggal 4 Januafet 2024

Diundangkan di Sintang : |
pada tanggal 4 Jmwuna, 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

\'}"W\/

KARTIYUS
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR - 4 TAHUN 2024
TANGGAL : <\ dasuvany, 2024 s _
TENTANG . PENEGERIAN SEKULAH DASAR NEGERI 57 LABAK
KECAMATAN KETUNOAU TENGAH
DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SINTANG
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